
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
NOMOR 068 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman 
Modal Kabupaten/Kota; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pedoman Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

 

Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990Nomor 49, Tambahan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5050); 
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 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4401); 

 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2009Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 

 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
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 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5490); 

 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 ); 

 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 

 17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Undang-Undang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

 18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 

 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

 20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5066); 

 21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

 22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 

 24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 



- 4 - 
 

 25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

 26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 

 28. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan 
Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri 

Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3892); 

 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

 32. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794); 

 33. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5806); 

 34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

 35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

 36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman 
Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 93); 
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 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan 
Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan 
Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan 
Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan 

Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 46); 

 38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Nomor 16); 

 39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 

 40.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7     
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 

Nomor 7); 

  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN RENCANA UMUM 

PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

5.  Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 

6.  Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan. 
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7.  Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan. 

8.  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang 
selanjutnya disingkat BKPMD adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

9.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan yang selanjutnya disebut Kepala BKPMD adalah Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 

10.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 

12. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan yang 
selanjutnya disebut RUPM Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dokumen 

perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 
2025. 

13. RUPM Provinsi Kalimantan Selatan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun 

kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal. 

 

Pasal 2 

 

(1) RUPM Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dokumen perencanaan 
penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun RUPM Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

(2) RUPM Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral 

agar tidak tumpang tindih dalam prioritas sektor-sektor yang akan 
dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan Penanaman Modal di Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

 
Pasal 3 

 

(1) RUPM Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

meliputi: 

 a. Pendahuluan; 

 b. Asas dan Tujuan; 

 c. Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan; 

 d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri 

atas: 

 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 

 2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal; 

 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata; 

 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); 

 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 

 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan 

 7. Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal. 
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 e. Panduan Implementasi RUPM Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas: 

 1. Fase I (2016-2017): Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan Pengembangan 

Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (Quick 

Wins and Low Hanging Fruits); 

 2. Fase II (2018-2021): Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi; 

dan 

 3. Fase III (2022-2025): Pengembangan Industri Skala Besar. 

 f. Proyeksi Kebutuhan Investasi. 

 g. Pelaksanaan. 

(2) RUPM Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 4 

 

(1) BKPMD mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi Penanaman Modal di 

Provinsi Kalimantan Selatan dan memasarkan potensi Penanaman Modal secara 
efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM Provinsi Kalimantan Selatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) BKPMD mengupayakan realisasi Penanaman Modal dibantu oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk 

mengoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan Penanaman Modal. 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM Provinsi Kalimantan 

Selatan dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan 
daya saing Kabupaten/Kota. 

(2) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK, 

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada BKPMD. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Provinsi dan 
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK), SKPD,dan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Kabupaten/Kota 
memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau 

insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6. 

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh BKPMDdengan melibatkan SKPD dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala 

BKPMD kepada Gubernur untuk dibahas dengan SKPD dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota terkait. 
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(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh 

Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam 
pembahasan. 

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 

(satu) kali setiap 2 (dua) tahun. 

 

 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
 

Ditetapkan di Banjarmasin 
    pada tanggal10 November 2016 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

                                                                               ttd 

 
 

H. SAHBIRIN NOOR 

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal10 November 2016 
 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 

 

                  ttd 
 
        H. ABDUL HARIS 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2016 NOMOR 68 

 


